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Dalam penyelesaian suatu tindak pidana, dalam kerangka filosofis,
hadirnya pendekatan Restorative Justice dalam hukum pidana bukan
bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana atau melebur hukum pidana
dan hukum perdata, karena pendekatan Restorative Justice yang
mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku Restorative
Justice merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penegakan hukum
yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban,
dan masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum atas
pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak
pidana, Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara
pidana dalam Kepolisian Sektor Deli Tua dan Hambatan juga upaya
dalam penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan Restorative Justice
oleh Kepolisian Sektor Deli Tua. Pada dasarnya penelitian ini bersifat
deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh
melalui penelitian lapangan atau hasil wawancara (Field Research) dan
penelitian kepustakaan (Library Research).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengaturan Restorative Justice
diatur dalam SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian
Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan
Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan
Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No0.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Dan
penerapannya dilakukan dengan menghadirkan seluruh pihak juga
mediator untuk memidahkan jalannya Restorative Justice. Hambatan dari
pada yang dialami Polsek Delitua ada beberapa yaitu tidak kooperatifnya
para pihak.

Pengaturan mengenai pendekatan restoratif diatur di dalam 4 peraturan,
SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun
2019; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020; dan Keputusan Dirjen
Badan Peradilan Umum MA RI No0.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,
Penerapan Penerapan Restorative Justice tindak pidana yaitu Restorative
Justice yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk
menghasilkan kesepakatan yang komprehensif, adapun hambatan yang
dialami oleh Polsek Deli tua adalah berasal dari tuntutan yang diminta dari
pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku dan korban
kurang kooperatif.
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